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 ABSTRAK 

Welia Resi, (2022) :Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap 

Pelaksanaan Pagang Gadai Sawah di Nagari 

Gantuang Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten 

Solok Sumatera Barat 

 Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh terjadinya kesenjangan antara 

teori dan praktek terkait dengan pelaksanaan akad gadai sawah di Nagari 

Gantuang Ciri. Dalam teori syariat Islam dikatakan bahwa murtahin tidak boleh 

memanfaatkan marhun (barang gadaian), sebagaimana yang dikatakan oleh 

jumhur ulama selain ulama Hanabilah. Akan tetapi dalam prakteknya, gadai 

sawah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat suatu hal yang lumrah dilakukan 

dan menjadi kebiasaan memanfaatkan marhun oleh murtahin dengan cara 

menggarap dan memperoleh hasil panen atas sawah tersebut. Pemanfaatan ini 

justru menimbulkan kesulitan bagi rahin dalam melunasi utangnya dan 

memberikan keuntungan bagi murtahin atas piutang yang diberikan. 

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan pagang gadai 

sawah di Nagari Gantuang Ciri, apa saja faktor penyebab terjadinya pelaksanaan 

pagang gadai sawah di Nagari Gantuang Ciri dan bagaimana tinjauan Fikih 

Muamalah terhadap pelaksanaan pagang gadai sawah di Nagari Gantuang Ciri. 

 Penelitian ini berbentuk studi empiris (lapangan), sumber data yang 

dipakai meliputi sumber primer yaitu dari masyarakat yang melakukan praktek 

pagang gadai sawah yang terdiri dari penggadai dan penerima gadai serta seorang 

informan dari ketua Kerapatan Adat Nagari Gantuang Ciri, sumber sekunder yaitu 

buku-buku atau literatur-literatur yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini 

dan sumber tersier yaitu kamus. Pembahasan hasil penelitian dianalisis 

menggunakan metode deskriptif kualitatif serta teknik penulisan menggunakan 

metode deskriptif dan deduktif. 

 Temuan dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan pagang gadai sawah 

di Nagari Gantuang Ciri dalam akad mensyaratkan bahwa marhun dimanfaatkan 

oleh murtahin sampai rahin menebus sawah tersebut (melunasi utang yang 

diberikan). Terhadap pelaksanaan pagang gadai sawah yang sudah berlangsung 

lama di daearah ini, Kerapatan Adat Nagari Gantuang Ciri (KAN) membuat fatwa 

berupa diharuskan bagi masyarakat yang hendak melakukan pagang gadai sawah 

membuat ranji sebagai upaya untuk meminimalisir adanya persengketaan dan 

terjadinya akad pagang gadai sawah di Nagari Gantuang Ciri. Faktor penyebab 

terjadinya pelaksanaan pagang gadai sawah adalah faktor internal berupa 

dorongan dalam pemenuhan kebutuhan perekonomian dan faktor ekstenal berupa 

kebiasaan yang merupakan pengaruh lingkungan yang sangat kuat bagi 

berlangsungnya akad gadai  sawah serta pemanfaatan marhun yang dilakukan 

oleh murtahin mengandung unsur riba yang dilarang dalam syariat Islam, karena 

tergolong pada pinjam meminjam yang mendatangkan manfaat. 

Kata kunci :  rahn, marhun dan gadai sawah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Hukum-hukum atau segala aturan yang telah ditetapkan oleh Allah 

Subhanahu wa Ta‟ala kepada hamba-Nya untuk ditaati baik yang berkaitan 

dengan hubungan seseorang dengan Sang Khalik maupun hubungan antara 

sesama manusia pada awalnya disebut dengan syari‟at. Dalam pengertian ini, 

syari‟at di artikan agama, sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur‟an surah 

asy-Syura ayat 13 “Dan (Allah) telah mensyariatkan kepadamu agama…”. 

Namun kemudian, penggunaannya dikhususkan kepada hukum amaliyah. Hal 

ini dilakukan karena agama (samawi) pada prinsipnya adalah satu, berlaku 

secara universal dan ajaran aqidahnya pun tidak berbeda dengan yang dibawa 

oleh para rasul yaitu ajaran tauhid. Sedangkan syari‟at hanya berlaku untuk 

masing-masing umat. Dengan demikian, pengertian syari‟at lebih khusus dari 

pengertian agama. Syari‟at berarti hukum amaliyah yang menurut perbedaan 

rasul yang membawanya dan setiap yang datang kemudian mengoreksi dan 

atau menasakhkan yang datang lebih dahulu.
1
 

Islam sebagai agama yang sempurna, telah mensyari‟atkan kepada 

umatnya kaidah-kaidah dasar serta aturan-aturan yang mengatur segala aspek 

kehidupan manusia. Manusia tidak boleh sekehendak hatinya untuk berbuat, 

segala perbuatan yang dikerjakan terkhusus yang berkaitan dengan adanya 

interaksi satu sama lain harus didasarkan pada aturan. Hal ini bertujuan untuk     

                                                           
1
 Aladin Koto, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 36  
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menjaga hak-hak manusia serta merealisasikan kemaslahatan dan menjauhkan 

segala kemudharatan yang terjadi atau akan menimpa mereka.  

Setiap orang mestilah butuh untuk berinteraksi dengan orang lain, 

tidak bisa dipungkiri bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang dalam 

hidupnya tidak bisa lepas dari pengaruh manusia lain, hal ini juga dikarenakan 

bahwa pada diri manusia ada dorongan untuk berhubungan (berinteraksi) 

dengan orang lain yang didasarkan pada adanya kebutuhan sosial (social need) 

untuk hidup berkelompok atau bahkan untuk memenuhi kebutuhan pribadi 

salah satunya dengan cara pinjam meminjam. 

Pinjam meminjam menurut syari‟at Islam adalah akad atau perjanjian 

yang berupa pemberian manfaat dari suatu benda yang halal dari seseorang 

kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan tidak mengurangi ataupun 

merubah barang tersebut dan nantinya akan dikembalikan lagi setelah diambil 

manfaatnya. Dilihat dari maknanya, pinjam meminjam (qardh) identik dengan 

jual beli, karena akad qardh mengandung makna pemindahan kepemilikan 

barang kepada pihak lain.
2
  Secara harfiah, qardh  berarti  bagian harta yang 

diberikan kepada orang lain. Secara istilah, qardh merupakan akad 

peminjaman harta kepada orang lain dengan adanya pengembalian semisalnya. 

Menurut Hanafiyah, qardh merupakan akad khusus pemberian harta 

mistli kepada orang lain dengan adanya kewajiban pengembalian semisalnya. 

Al-qardh adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan  

                                                           
2
 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), 

h. 254. 
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pemberi pinjaman yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah 

jangka waktu tertentu. Adakalanya dalam akad pinjam meminjam 

diperkenankan dengan adanya jaminan utang, maksudnya seseorang yang 

meminjam memberikan jaminan berupa barang kepada peminjam atas 

pinjamannya. 

 Sehubungan dengan itu, dalam fikih Islam dikenal dengan istilah 

rahn. Rahn berasal dari bahasa arab yaitu  ٌٍ ْْ  yang menurut etimologi berarti سَ

اوُ  َٔ انذَّ َٔ دُ  ْٕ  Sedangkan secara terminology syara‟ rahn .(tetap atau lama) انضُّجُ

berarti penahanan terhadap suatu barang yang dijadikan jaminan atas utang 

dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang 

tersebut.
3
  

Dalam istilah lain rahn disebut juga dengan gadai. Gadai merupakan 

salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, yang mana untuk suatu 

kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang 

menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang 

jaminan tetap milik orang yang menggadaikan  (orang yang berhutang)  tetapi 

dikuasai oleh penerima gadai  (yang berpiutang).
4
 

Akad rahn bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak 

yang berutang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada 

hakikatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan, namun  dapat juga 

dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai (murtahin) dan biayanya 

                                                           
3
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 65. 

4
 Surepno, Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syari‟ah) Pada Lembaga Keuangan 

Syari‟ah, Journal of Sharia Ekonomic Law,1(2) 2018,h.176. 
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harus ditanggung rahin. Besarnya biaya ini tidak boleh ditentukan berdasarkan 

jumlah pinjaman. 

Dalam rahn, barang gadai tidak otomatis menjadi milik pihak yang 

menerima gadai (pihak yang memberi pinjaman) sebagai pengganti 

piutangnya. Dengan kata lain fungsi rahn di tangan murtahin (pemberi utang) 

hanya berfungsi sebagai jaminan utang dari rahin (orang yang berutang), 

namun barang gadaian tetap milik orang yang berutang. 

Secara umum rahn dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma 

sebab, apa yang diberikan penggadai (rahin) kepada penerima gadai 

(murtahin) tidak ditukar dengan sesuatu.
5
 Yang diberikan murtahin kepada 

rahin adalah utang bukan penukar atas barang yang digadaikan. Rahn juga 

termasuk akad yang bersifat ainiyah, yaitu dikatakan sempurna sesudah 

penyerahan benda yang digadaikan seperti akad hibah, pinjam meminjam, 

titipan dan qirad. Semua termasuk akad tabarru‟ yang dikatakan sempurna 

setelah pemegangan (al-qabdu), sesuai dengan kaidah   ِعِ الِاَّ ثِب نْمَجْض  لاَ ٚزَِىُّ انزَّجَشُّ

(tidak sempurna tabarru‟, kecuali setelah pemegangan). 

 Dalil al-Qur‟an tentang rahn adalah Firman Allah Subhanahu wa 

Ta‟ala QS. Al-Baqarah (2) : 283  

                          

                               

                   

                                                           
5
 Ahmad Wardi Muslichs, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 243. 
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“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) 

sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada 

barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan 

tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka 

hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) 

dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah 

kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa 

yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang 

berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan”.
6
 

 

Adapun hadist Rasulullah ShallaAllahu „alaihi wa Sallam yang 

diriwayatkan oleh Aisyah Radhiallahu „anha tentang rahn adalah : 

  ْٕ ٍُ أثَُ ْٕ ثكَْشِ ثْ أثَُ َٔ  َٙ ٍُ ٚحَْ َٙ ثْ َٙ لَبلَ حَذَّ صََُب ٚحَْ انهَّفْعُ نِٛحَْ َٔ ٍُ ػَلََءِ  ذُ ثْ ًَّ يُحَ َٔ ْٛجخََ  شَ

 ٍِ ْٛىَ ػَ ِْ ٍْ اِثْشَ شِ ػَ ًَ ٍِ لأػَْ َٚخَ ػَ َٔ يُؼَب ْٕ ٌِ حَذَّصََُب أثَُ لَبلَ ٜخَشَا َٔ َٙ أخَْجشََََب  ٚحَْ

دِ  َٕ ٍْ ػَب ئشَِخَ الأعَْ عَهَّى اشِْزشََٖلهَذَْ ػَ َٔ  ِّ ْٛ لُ اللهِ صَهَّٗ اللهُ ػَهَ ْٕ دِ  سَعُ ْٕ ُٓ َٚ ٍْ ٍ يِ طَؼَبيًب  ّ٘

ُبًدِسْػًب  ثُِغَِٛىَخٍ فؤَػَْطَبُِ  ْْ   نَُّ سَ

“Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abu Syabah dan Muhammad bin 

„Ala‟ menceitakan kepada kami, redaksi hadist adalah milik Yahya. 

Yahya berkata : mengabarkan kepada kami. Dan yang lain 

mengatakan : Abu Mu‟awiyah menceritakan kepada kami, dari 

„A‟masy, dari Ibrahim, dari Aswad dari Aisyah, is berkata, Rasulullah 

ShallaAlahu „alaihi wa sallam membeli makanan dari seorang Yahudi 

secara tempo, lalu beliau membeinya baju zirah milik beliau sebagai 

gadai.
7
 

 

Berdasarkan ayat dan hadist yang telah disebutkan diatas dapat diambil 

kesimpulan bahwa gadai (rahn) hukumnya adalah diperbolehkan, baik bagi 

orang yang berada di perjalanan maupun orang yang tinggal dirumah. 

Kebolehan melakukan akad ini juga diperkuat dengan adanya kaidah fikih 

                                                           
6
 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟anul Karim, (Jakarta: Al-Furqon, 2018), h. 49. 

7
 Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, Alih bahasa oleh : Misbah (Jakarta: Pustaka 

Azzam, 2011), h. 97 
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yang mengatakan bahwa  َِؼَبيَلَد ًُ ْٙ انْ ْٛمُ  الَأصَْمُ فِ ْٚىِ  الِإثَبحَخِ حَزَّٗ َٚذلَُّ دنَِ نِزَّحْشِ  “hukum asal 

dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya”.
8
 

Adapun terhadap barang yang digadaikan oleh rahin kepada murtahin, 

menurut jumhur ulama murtahin tidak boleh mengambil suatu manfaat 

barang-barang gadaian tersebut, sekalipun rahin mengizinkanya, karena hal 

itu termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila 

dimanfaatkan termasuk ke dalam riba, Rasulullah ShallaAllahu „alaihi wa 

sallam bersabda:  

اُِ  لَبلَ  َٔ َٕ سِثَب }سَ ُٓ ُْفؼَخًَ فَ عَهَّىَ كُمُّ لشَْضٍ جَشَّ يَ َٔ  ِّ ْٛ ُ ػَهَ ُ صَهَّٗ اللََّّ لُ اللََّّ ْٕ سَعُ

ْٙ أعَُبيَخ{ ٍُ أثَِ  انْحَبسِس اثْ

 
”Rasulullah ShallaAllahu „Alaihi wa Sallam bersabda Setiap utang 

yang menarik manfaat adalah termasuk riba (HR. Harist ibn Abi 

Usamah  )”.
9
 

 

Menurut Imam Ahmad, Ishak, al-Laits dan al-Hasan jika barang 

gadainya berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak 

yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat 

dari kedua gadaian tersebut hanya sebatas besaran biaya yang dikeluarkan 

oleh murtahin atas pemeliharaan barang.  

Di daerah Gantuang Ciri, kegiatan gadai yang dilakukan oleh 

masyarakat sekitar biasanya dinamai dengan istilah pagang gadai. Kata 

                                                           
8
 Yusuf Al-Qardhawi, Kaidah Utama Fiqh Muamalah, Alih bahasa oleh: Ferdian Hasmand, 

(Jakarta: Pustaka Kautsar, 2014) h. 72. 

9
 Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, Alih bahasa oleh : Fahmi Aziz dan 

Rohidin Wahid, (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2015), Cet. 1, h. 502 
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“pagang” ini merupakan istilah yang sering disebut oleh masyarakat sekitar, 

pada umumnya masyarakat Minangkabau dan diadopsi dari kata ”pegang” 

dalam Bahasa Indonesia yang berarti sesuatu yang dipegang. Oleh karena itu 

istilah pagang gadai sawah dikatakan dengan menjadikan sawah sebagai 

jaminan atas utang seseorang dan sawah tersebut dipegang oleh orang yang 

menerima gadaian/marhun. Di Minangkabau sendiri, kegiatan pagang gadai 

sawah dalam tradisi lokal adat adalah perjanjian pinjam meminjam dengan 

memberikan jaminan kepada si peminjam, selama utang itu belum dibayar 

maka barang jaminan akan tetap berada ditangan peminjam. Disamping itu 

Islam masuk kedalam adat masyarakat minangkabau disaat tradisi pagang 

gadai  telah menjadi kebiasaan secara turun temurun.  

Berdasakan pengamatan dari penulis, sebagian besar dari masyarakat 

sekitar yang melakukan akad gadai menjadikan sawah sebagai jaminan atas 

utangnya, meskipun ada sebagian kecil masyarakat melakukan akad gadai 

dengan menjadikan harta lain sebagai objek gadai seperti pohon cengkeh, 

tanah perkebunan dan lain-lain. Disamping itu, penulis juga melakukan 

wawancara dengan ibu Iftikar yaitu salah seorang warga Gantuang Ciri yang 

juga pernah melakukan akad gadai sawah pada tahun 1990. Berdasarkan 

keterangannya beliau menyebutkan bahwa terhadap barang yang digadaikan 

oleh rahin (orang yang berutang), murtahin (orang yang berpiutang) memiliki 

hak untuk menggarap sawah yang dimaksud jika tidak, pinjaman tidak akan 

bisa diperoleh. Penggarapan sawah yang dilakukan oleh murtahin (orang yang 
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berpiutang) di Nagari Gantuang Ciri justru membawa kesulitan bagi rahin 

(orang yang berutang) untuk melunasi utangnya bahkan memberikan 

manfaat/keuntungan bagi murtahin terhadap piutang yang diberikan.  

Berangkat dari masalah ini, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut tentang Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap 

Pelaksanaan Pagang Gadai Sawah di Nagari Gantuang Ciri Kecamatan 

Kubung Kabupaten Solok Sumatera Barat. 

 

B. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah ini bertujuan agar tidak terjadi pelebaran atau 

perluasan masalah dalam penulisan yang diangkat yaitu “Tinjauan Fiqih 

Muamalah terhadap Pelaksanaan Pagang Gadai Sawah Di Nagari Gantuang 

Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Sumatera Barat”.  Oleh karena itu, 

penulis membatasi penelitian ini yang hanya dilakukan pada tiga Jorong di 

Nagari Gantuang Ciri yaitu Jorong Markiyo, Jorong Baringin dan Jorong 

Kampuang Baru dari lima Jorong yang ada, dengan alasan karena jaraknya 

tidak terlalu jauh dari tempat tinggal penulis dan pelaksanaan pagang gadai 

sawah oleh masyarakat yang berada di tiga Jorong ini sudah mewakili satu 

Nagari. 

   

C. Rumusan Masalah   

1. Bagaimana pelaksanaan pagang gadai sawah di Nagari Gantuang Ciri 

Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Sumatera Barat? 
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2. Apa saja faktor penyebab terjadinya pelaksanaan pagang gadai sawah di 

Nagari Gantuang Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Sumatera 

Barat? 

3. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap pelaksanaan pagang gadai 

sawah di Nagari Gantuang Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok 

Sumatera Barat? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menjelaskan tentang pelaksanaan pagang gadai sawah di Nagari 

Gantuang Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Sumatera Barat. 

b. Untuk menjelaskan tentang faktor yang menyebabkan terjadinya 

pelaksanaan pagang gadai sawah di Nagari Gantuang Ciri Kecamatan 

Kubung Kabupaten Solok Sumatera Barat. 

c. Untuk menjelaskan tentang tinjauan fikih muamalah terhadap 

pelaksanaan pagang gadai sawah di Nagari Gantuang Ciri Kecamatan 

Kubung Kabupaten Solok Sumatera Barat. 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberi manfaat sebagai berikut: 

a. Bagi keperluan akademis, penulis berharap dengan penelitian ini bisa 

menjadi salah satu sumbangsih dalam khazanah keilmuan di Fakultas 

Syari‟ah dan Hukum terkhusus terhadap mahasiswa dan masyarakat 

pada umumnya. 
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b. Bagi keperluan praktis, penulis berharap nantinya penelitian ini 

menjadi salah satu masukan bagi pembaca dalam melakukan praktek 

gadai sawah. 

c. Penelitian ini berguna untuk melengkapi tugas akhir dari program 

sarjana dan sekaligus sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 

Hukum (S.H) di Fakultas Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Gadai 

 Dalam fikih Islam, kata gadai lebih dikenal dengan istilah rahn, rahn 

berasal dari bahasa Arab yaitu  ٌٍ ْْ اوُ   yang berarti سَ َٔ انذَّ َٔ دُ  ْٕ انَضُّجُ (tetap dan 

kekal).
10

 Dikatakan ma‟un rahin artinya air yang tetap atau menggenang, kata 

ni‟mah rahinan artinya nikmat yang tetap atau kekal.
11

 Ada yang mengatakan 

bahwa rahn adalah habs (menahan), berdasarkan firman Allah Subhanahu wa 

Ta‟ala dalam QS. al-Mudatsir (74): 38   

ُْٛخٌَ  كُمُّ  ِْ ب كَغَجذَْ سَ ًَ ََفْظٍ ثِ  

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah 

diperbuatkanya”  12
 

 
 Secara terminology syara‟, rahn adalah: 

 ُُّْ ٍُ اعِْزفِبَإُُِ يِ كِ ًْ ءٍ ثحَِكٍّ ُٚ ْٙ  جَجْظُ شَ

“Penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat 

dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut”
13

 

 Adapun definisi rahn atau gadai menurut para ulama adalah sebagai 

berikut: 

                                                           
10

 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progressif, 

2020), Cet ke-15, h.541. 

 
11

 Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Alih bahasa oleh: Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 

h.24 

 
12

  Kementerian Agama RI, Al-Qur‟anul Karim, (Jakarta: Al-Furqon, 2018), h. 576 

 
13

 Ahmad Wardi Muslic, Op.Cit., h. 286.     
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1. Menurut istilah syara‟, gadai atau rahn didefinisikan oleh Sayid Sabiq 

yang mengutip pendapat Hanafiah 

ْٛشُ  ٍٍ ثحَِ ْٚ ْٛمخًَ ثذَِ صِ َٔ ْٙ َظََشِانشَّشْعِ  خٌ يَبنِٛخٌَ فِ ًَ ْٛ ب لِ َٓ ٍٍ نَ ْٛ ُ جَؼْمُ ػَ ٍُ أخَْزُ  رنَِكَ ثِؤَََّّ كِ ًْ ُٚ

 ٍِ ْٛ ٍْ رهِْكَ انْؼَ ِّ يِ ْٔ أخَْزُ ثؼَْضِ ٍِ أَ ْٚ  انذَّ

“Sesungguhnya rahn (gadai) adalah menjadikan benda yang 

memiliki nilai harta dalam pandangan syara‟ sebagai jaminan 

untuk utang, dengan ketentuan dimungkinkan untuk mengambil 

semua utang atau mengambil sebagiannya dari benda (jaminan) 

tersebut.”
14

 

 

2. Menurut Syafi‟iyah sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili 

mendefinisikan rahn atau gadai sebagai berikut: 

فَبئِ  َٔ ُْذَ رؼَزَُّس  ب ػِ َٓ ُْ فَٙ يِ ْٕ ٍٍ ٚغُْزَ ْٚ ْٛمَخً ثذَِ صِ َٔ  ٍٍ ْٛ ِّ جَؼْمُ ػَ  

“Gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk 

utang, dimana utang tersebut bisa dilunasi (dibayar) dari benda 

(jaminan) tersebut ketika pelunasannya mengalami kesulitan.”
15

 

 

3. Menurut Hanabilah  

ْٛمَخً  صِ َٔ ْ٘ ٚجُْؼمَُ  بلُ انَّزِ ًَ ُ انْ ٍْ  ثِؤَََّّ ًَّ ٌْ رؼَزََّسَ اعِْزِفَبإُُِ يِ ِّ اِ ُِ ًَ ٍْ صَ فَٗ يِ ْٕ ٍِ نِٛغُْزَ ْٚ ثبِادَّ  

 ِّ ْٛ َٕ ػَهَ ُْ  

“Gadai adalah harta yang dijadikan sebagai jaminan untuk utang 

yang bisa dilunasi dari harganya, apabila terjadi kesulitan dalam 

pengembaliannya dari orang yang berutang.”  16
 

 

4. Menurut Malikiyah  

وِ ثِؤَ  ْٔ ْٔ صَبسَ انَِٗ انُّضُ ٍٍ لاصَِوٍ أَ ْٚ ْٙ دَ ِّ فِ صُّمبًثِ َٕ ِّ رَ ٍْ يَبنِكِ لٌ ٚئُْخَزُ يِ ِ ّٕ ًَ ءٌ يُزَ ْٙ ُ شَ ََّّ  

                                                           
14

 Ahmad Wardi Muslich, Op.Cit., h. 287. 

15
 Ibid. 

16
 Ibid. 
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“Rahn atau gadai adalah sesuatu yang benilai harta yang diambil 

dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap 

(mengikat) atau menjadi tetap.”
17

 

 Pada dasarnya, pengertian rahn atau gadai yang dikemukakan oleh 

para ulama mazhab tersebut dapat dikatakan bahwa tidak terdapat perbedaan 

secara spesifik. Dari definisi yang telah digambarkan di atas dapat diambil 

kesimpulan bahwa rahn atau gadai adalah menjadikan suatu barang yang 

bernilai sebagai jaminan atas utang dengan ketentuan apabila terjadi kesulitan 

dalam pembayaran maka utang tersebut dapat dibayar dari hasil penjualan 

barang yang dijadikan jaminan itu.  

B. Dasar Hukum Gadai 

 Dasar hukum kebolehan gadai adalah al-Quran, Hadist Riwayat 

Muslim dan Bukhari serta Ijma‟. Para ulama sepakat bahwa pelaksanaan gadai 

hukumnya diperbolehkan,  tetapi tidak diwajibkan sebab gadai hanya jaminan 

saja jika kedua belah pihak tidak saling memercayai.
18

 Jika kedua belah pihak 

saling memercayai maka hendaklah orang yang dipercayai menunaikan 

amanatnya (membayar utang) dengan baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa 

Ta‟ala berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2): 283 

َٗ عَفشٍَ  ُْزىُْ ػَه ٌْ كُ اِ أَ ْٔ نَىْ رجَِذُ ٍَ ثؼَْضُكُىْ ثؼَْضًب َٔ ٌْ أيَِ ضَخٌ  فَبِ ْٕ مْجُ ٌٌ يَّ َْب فهَْٛئَُدِّ  كَبرِجبً فشَِ  

ٍَ أيََبَزََُّ  ًِ ُ ْ٘ اإْر َّكِ  انَّزِ نْٛزَ َٔ َٔ  ُ َ سَثَّّ ٕااللََّّ ًُ بلاَ ركَْزُ َٓ ِ انشَّ ب فبَ َٓ ًْ ُ ٍْ ٚكَْز يَ َٔ ُ ءَادحََ  ُ  صىٌِ ََّّ اللََّّ َٔ  لهَْجُُّ 

ْٛىٌ  ٌَ ػَهِ ْٕ هُ ًَ ب رؼَْ ًَ  ثِ

                                                           
17

 Ibid. 

18
 Adri Soemirta, Hukum Ekonomi Syari‟ah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan 

dan Bisnis Kontemporer, Jakarta : Prenada Media Group, 2018, h. 140. 
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”Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu‟amalah tidak secara tunai) 

sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada 

barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan 

tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka 

hendaklah yang dipercayai itu hendaklah menunaikan amanatnya 

(utangnya) dan hendaklah ia betakwa kepada Allah Tuhannya; dan 

janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan 

barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia 

adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa 

yang kamu kerjakan.”
19

 

 Kemudian Jumhur Ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai 

berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad ShallaAllahu „alaihi wa sallam yang 

menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang 

Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad 

ShallaAllahu „alaihi wa Sallam tersebut, ketika beliau beralih dari yang 

biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada orang Yahudi, 

bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad ShallaAllahu „alaihi 

wa Sallam yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan 

mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad 

ShallaAllahu „alaihi wa Sallam kepada mereka. Rasulullah ShallaAllahu 

„alaihi wa sallam bersabda: 

ٍ انَِٗ أجََمٍ  ّ٘ دِ ْٕ ُٓ َٚ ٍْ عَهَّىَ اشِْزشََٖ طَؼَبيًب يِ َٔ  ِّ ْٛ ُ ػَهَ َّٙ صَهَّٗ اللََّّ ٌَّ انَُّجِ َ ٍْ ػَبئشَِخَ أ ػَ َٔ

َُُُّْ دِسْػًب سَ َٔ  َٕ ْٙ نَفْعٍ رُ فِ َٔ ْٚذٍ   ٍْ حَذِ دِ يِ َٔ  َٙ ٍَ فِّ ْٛ دٍِ٘ ثضِلََصَِ ْٕ ُٓ ُْذَ َٚ َُُُّْ ػِ سْػُُّ يَشْ

ْٛشٍ  ٍْ شَؼِ  صَبػًب يِ

“Dari „Aisyah  bahwa Rasulullah ShallaAllahu „alaihi wa Sallam 

membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran tempo 

dan beliau menggadaikan kepadanya baju perang yang terbuat dari 

                                                           
19

 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟anul Karim, (Jakarta: Al-Furqon, 2018), h. 49 
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besi. Dan dalam redaksi yang lain: Rasulullah telah wafat dan baju 

besinya dalam keadaan tergadai dengan tiga puluh sha‟ gandum 

pada seorang Yahudi,”
20

 

C. Rukun Gadai  

 Para ulama fiqih berbeda pendapat dalam menentukan rukun rahn. 

Menurut jumhur ulama rukun rahn itu ada empat, yaitu shigat (lafadz ijab dan 

qabul), orang yang berakad (al rahin dan al murtahin), harta yang dijadikan 

agunan (al marhun) dan utang (al marhun bihi). Sedangkan menurut ulama 

Hanafiyah berpendapat bahwa rukun rahn itu hanya ijab (pernyataan 

menyerahkan barang sebagai agunan oleh pemilik barang) dan qabul 

(pernyataan kesediaan memberi utang dan menerima barang agunan itu). 

Disamping itu menurut mereka, untuk sempurna dan mengikatnya akad rahn 

ini, maka diperlukan al-qabdu (penguasaan barang) oleh pemberi utang 

adapun kedua orang yang melakukan akad, harta hanya dijadikan agunan dan 

utang menurut ulama Hanafiyah termasuk syarat-syarat rahn bukan 

rukunnya.
21

 

D. Syarat-Syarat Gadai 

 Dalam melakukan suatu akad kedua belah pihak harus memenuhi 

persyaratan tertentu, begitu juga dengan akad gadai, berikut adalah 

persyaratan yang harus dipenuhi sebelum melakukan akad gadai, diantaranya: 

1. Aqidain  

                                                           
20

 Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Sahih Sunan Ibnu Majah, Alih bahasa oleh : 

Ahmad Taufiq Abdurrahman, (Jakata: Pustaka Azzam, 2007), h. 419. 

 
21

 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Prratama, 2007), h. 253. 
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 Aqidain adalah dua orang yang melakukan akad gadai, terdiri dari 

orang yang menggadai (rahin) dan orang yang menerima gadai 

(murtahin). Syarat terkait orang yang melakukan akad adalah cakap 

dalam bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum menurut jumhur 

ulama adalah orang yang baligh dan berakal. Sedangkan menurut 

ulama Hanafiyah adalah kedua belah pihak yang berakad tidak 

disyaratkan baligh tetapi cukup berakal saja. Oleh karena itu, menurut 

mereka anak kecil yang mumayyiz boleh melakukan akad rahn dengan 

syarat akad rahn yang dilakukan anak kecil yang sudah mumayyiz ini 

mendapatkan persetujuan dari walinya.
22

 

2. Shigat    

 Menurut ulama Hanafiyah, Shigat gadai (rahn) tidak boleh 

dikaitkan dengan syarat tertentu dan disandarkan pada masa yang akan 

datang. Hal ini dikarenakan akad gadai menyerupai akad jual beli 

dilihat dari aspek pelunasan utang. Apabila akad gadai digantungkan 

dengan syarat tertentu dan disandarkan pada masa yang akan datang 

maka akad menjadi fasid seperti halnya jual beli.
23

 

 Ulama Syafi‟iyah berpendapat bahwa syarat gadai sama dengan 

syarat jual beli, karena gadai merupakan akad maliyah. Adapun syarat 

yang dikaitkan dengan akad gadai hukumnya dapat dirinci menjadi 

empat bagian, yaitu sebagai berikut: 

                                                           
22

 Ibid. 

23
 Ahmad  Mawardi Muslich. Op.Cit., h. 291. 



17 
 

 
 

a. Apabila syarat itu sesuai dengan maksud akad, seperti 

memprioritaskan pelunasan utang kepada murtahin, maka akad 

gadai dan syarat hukumnya sah 

b. Apabila syarat tersebut tidak sesuai dengan akad seperti syarat 

yang tidak ada kemaslahatannya atau tidak ada tujuannya, 

maka akad gadai hukumnya sah tetapi syaratnya batal 

c. Apabila syarat tersebut merugikan murtahin dan 

menguntungkan rahin seperti syarat jaminan tidak boleh dijual 

ketika utang jatuh tempo maka syarat dan akad gadai 

hukumnya batal 

d. Apabila syarat tersebut menguntungkan murtahin dan 

merugikan rahin seperti syarat harta jaminan boleh diambil 

manfaatnya oleh murtahin, maka hukumnya diperselisihkan 

oleh ulama. Menurut pendapat yang lebih zhahir syarat dan 

akad hukumnya batal karena bertentangan dengan tujuan akad. 

Menurut pendapat yang kedua syaratnya batal tetapi akad 

gadainya tetap sah, karena gadai merupakan akad tabarrui‟ 

sehingga tidak terpengaruh oleh syarat yang fasid.
24

 

3. Marhun 

 Para ulama sepakat bahwa syarat-syarat marhun (barang yang 

digadaikan) sama dengan syarat jual beli. Secara rinci ulama 

Hanafiyah mengemukakan bahwa syarat-syarat marhun adalah sebagai 

berikut: 
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1. Barang yang digadaikan bisa dijual, yakni barang tersebut 

harus ada pada waktu akad dan mungkin untuk diserahkan, 

apabila barangnya tidak ada maka akad gadai tidak sah 

2. Barang yang digadaikan harus berupa mal (harta), dengan 

demikian tidak sah hukumnya menggadaikan barang yang tidak 

bernilai mal seperti bangkai 

3. Barang yang digadaikan harus mal mutaqawwim yaitu barang 

yang boleh diambil manfaatnya menurut syara‟ sehingga 

memungkinkan dapat digunakan untuk melunasi utangnya 

4. Barang yang digadaikan harus diketahui dengan jelas seperti 

halnya dalam jual beli 

5. Barang tersebut dimiliki oleh rahin. Syarat ini menurut 

Hanafiyah bukan syarat jawaz atau sahnya rahn melainkan 

syarat nafadz (dilangsungkannya) rahn. Oleh karena itu, 

dibolehkan menggadaikan harta milik orang lain tanpa izin 

dengan adanya wilayah (kekuasaan) syar‟iyyah
25

, seperti oleh 

bapak yang menggadaikan harta anaknya sebagai jaminan 

utang si anak dan utang dirinya. Akan tetapi menurut 

Syafi‟iyah dan Hanabilah tidak sah hukumnya menggadaikan 

harta milik orang lain tanpa izin (si pemilik) karena jual belinya 

juga tidak sah dan barangnya nantinya tidak bisa diserahkan. 

6. Barang yang digadaikan itu harus sekaligus bersama-sama 

dengan pokoknya (yang lain). Dengan demikian tidak sah 
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menggadaikan buah-buahan saja tanpa disertai dengan 

pohonnya, karena tidak mungkin menguasai buah-buahan tanpa 

menguasai pohon 

7. Barang yang digadaikan harus terpisah dari hak milik orang 

lain, yakni bukan milik bersama. Oleh karena itu tidak 

dibolehkan menggadaikan separuh rumah yang separuhnya lagi 

milik orang lain. Akan tetapi menurut Malikiyah, Syafi‟iyah 

dan Hanbilah barang milik bersama boleh digadaikan.
26

 

 Syafi‟iyah disamping mengemukakan syarat umum yang berlaku 

dalam akad jual beli dan berlaku juga dalam akad gadai, 

mengemukakan secara rinci syarat marhun  pada akad gadai sebagai 

berikut: 

1. Barang yang digadaikan harus berupa „ain (benda)  

2. Barang yang digadaikan harus dikuasai oleh rahin baik sebagai 

pemilik atau wali atau pemegang wasiat (washiy) 

3. Barang yang digadaikan bukan barang yang cepat rusak, 

minimal sampai batas waktu utang jatuh tempo 

4. Benda yang digadaikan harus suci 

5. Benda yang digadaikan harus benda yang bisa dimanfaatkan 

walaupun pada masa datang seperti binatang pada masa kecil 

 Malikiyah mengemukakan syarat secara umum bahwa setiap 

barang yang diperjualbelikan sah untuk digadaikan hanya saja ada 

pengecualian yaitu dalam barang-barang yang ada gharar (tipuan) 
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karena belum jelas adanya seperti janin di dalam perut induknya. 

Dalam kasus ini meskipun barang tersebut tidak sah diperjualbelikan 

namun sah untuk digadaikan.
27

 

4. Marhun Bih 

  Marhun Bih atau utang menurut Hanafiyah harus memenuhi 

syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Marhun bih harus berupa hak yang wajib dikembalikan kepada 

pemiliknya yaitu murtahin. 

b. Pelunasan utang memungkinkan untuk diambil dari marhun. 

Apabila tidak memungkinkan pembayaran utang dari marhun 

maka rahn (gadai) tidak sah.  

c. Hak marhun harus jelas (ma‟lum) tidak boleh majhul 

(samar/tidak jelas). Oleh karena itu tidak sah gadai dengan hak 

yang majhul (tidak jelas) seperti memberi barang gadaian untuk 

menjamin salah satu dari dua utang tanpa dijelaskan utang yang 

mana. 

Akad gadai mengikat bagi rahin bukan murtahin. Oleh karena itu, 

rahin tidak berhak membatalkan akad gadai karena gadai merupakan 

akad jaminan atas utang. Sebaliknya murtahin berhak untuk 

membatalkan akad kapan saja ia kehendaki karena akad tersebut untuk 

kepentingannya.
28
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Menurut jumhur ulama yang terdiri atas ulama Hanafiyah, 

Syafi‟iyah dan Hanabilah akad gadai baru mengikat dan menimbulkan 

akibat hukum apabila marhun telah diserahkan. Sebelum marhun 

diterima oleh murtahin maka rahin berhak untuk meneruskan akad 

atau membatalkannya, alasannya seperti yang telah dijelaskan dalam 

al-Qur‟an surah al-Baqarah (2) ayat 283: 

ضَخٌ  ْٕ ٌٌ يَمْجُ َْب ا كَبرِجبً فشَِ ْٔ نَىْ رجَِذُ َٔ ُْزىُْ ػَهَٗ عَفشٍَ  ٌْ كُ اِ َٔ  

”Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara 

tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis maka 

hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang 

berpiutang)”
29

 

Kata rihanun adalah masdhar yang disertai dengan faa‟ sebagai 

jawab syarat mengandung arti amar (perintah), yaitu farihanu (maka 

gadaikanlah). Perintah terhadap sesuatu (gadai) yang disifati dengan 

suatu sifat menunjukan bahwa sifat tersebut merupakan syarat. Oleh 

karena itu, berdasarkan pengertian tersebut akad gadai belum mengikat 

kecuali telah diterima (qabdhu). 

E. Hukum-Hukum Gadai  dan Akibat Hukumnya    

1. Hukum-Hukum Gadai 

Pada umumnya, hukum gadai terbagi menjadi dua bagian yaitu: 

a. Gadai (rahn) yang Shahih,  

 Adalah akad gadai yang telah memenuhi persyaratan 

sebagaimana yang telah dijelaskan diatas dan menimbulkan 
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akibat hukum setelah terjadinya akad. Apabila akad gadai  telah 

sempurna dengan diserahkannya barang yang digadaikan kepada 

murtahin, maka akan memunculkan konsekuensi-konsekuensi 

hukum seperti al-marhun atau barang yang digadaikan terikat 

dengan utang yang ada (marhun bihi), adanya hak menahan 

marhun oleh murtahin, menjaga dan memelihara marhun, biaya 

yang dibutuhkan marhun, pentasharufan terhadap marhun, 

tanggungan terhadap marhun, penjualan marhun dan penyerahan 

marhun.  

b. Gadai (rahn) yang Ghair Shahih 

 Adalah gadai yang tidak memenuhi syarat-syarat akad 

rahn. Menurut ulama Hanafiyah terbagi menjadi dua yaitu: 

1) Akad Rahn yang batal, yaitu akad rahn yang tidak 

memenuhi salah satu syarat yang berkaitan dengan asal 

akad
30

, seperti pihak yang menggadaikan akad tidak 

memiliki kelayakan dan kempetensi (ahliyah) melakukan 

akad seperti orang gila dan orang dungu, atau tidak ada 

obyek akad seperti menggadaikan sesuatu yang tidak 

memiliki nilai harta sama sekali, atau akad rahn 

kehilangan maknanya seperti mensyaratkan marhun tidak 

boleh dijual untuk melunasi marhun bihi. 

                                                           
30

 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adilatuhu, alih bahasa oleh: Abdul Hayyie al-
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2) Akad Rahn yang fasid (rusak) yaitu akad rahn yang tidak 

memenuhi salah satu syarat yang berkaitan dengan sifat 

akad seperti marhun ditempeli oleh selain marhun (seperti 

menggadaikan rumah yang didalamnya terdapat barang-

barang milik rahin namun barang-barang itu tidak 

termasuk tergadaikan) 

F. Pendapat Ulama Tentang  Memanfaatkan Barang Gadaian 

 Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa segala biaya yang 

dibutuhkan untuk pemeliharaan barang-barang jaminan itu menjadi tanggung 

jawab pemiliknya, yaitu orang yang berutang, hal ini sejalan dengan sabda 

Rasulullah ShallaAllahu „alaihi wa Sallam yang mengatakan: 

 ََُُّْ ْ٘ سَ ِّ انَّزِ ٍْ صَباحِجِ ٍُ يِ ْْ عَهَّىَ لاَ ٚغَْهكُُ انشَّ َٔ  ِّ ْٛ ُ ػَهَ ِ صَهَّىٗ اللََّّ لُ اللََّّ ْٕ  لَبلَ سَعُ

ِّ غُشْيُُّ }سٔاِ انشبفؼٗ ٔانذاسلطُٗ{ ْٛ ػَهَ َٔ  ُّ ًُ ُْ  نًُّ غُ

”Berkata Rasulullah ShallaAllahu‟alaihi wa Sallam Tidak hilang 

sesuatu gadaian daripada tuannya yang menggadikannya. 

Keuntungan buat dia dan kerugiannya atasnya. (HR. Daruquthni 

dan Hakim)”
31

 

 

Para ulama fikh juga sepakat mengatakan bahwa yang dijadikan 

barang jaminan itu tidak boleh dibiarkan begitu saja, tanpa menghasilkan sama 

sekali, karena tindakan itu termasuk tindakan menyia-nyiakan harta yang 

dilarang Rasulullah Shallallahu „Alaihi wa Sallam, sebagaimana dalam hadist 

yang berbunyi : 
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ٌَ نَُّ أسَْضٌ  ٍْ كَب عَهَّىَ يَ َٔ  ِّ ْٛ ُ ػَهَ ِ صَهَّٗ اللََّّ لُ اللََّّ ْٕ ْٚشَحَ لمََ لمََ سَعُ ُْشَ  ْٙ ٍْ أثَِ ػَ

غِكْ أسَْضَُّ ػْ فهَْٛضَْسَ  ًْ ٌْ أثََٗ فهَُْٛ ب أخََبُِ فَبِ َٓ ُحَْ ًْ ْٔ نَِٛ ب أَ َٓ  

“Dari Abu Hurairah ra. Ia mengatakan bahwa Rasulullah 

ShallaAllahu „alaihi wa Sallam pernah bersabda, “Barang siapa 

memiliki tanah, hendaklah ia menanaminya atau membiarkan 

saudaranya untuk menggarapnya, dan apabila ia menolak (untuk 

ditanami atau diberikan kepada saudaranya), maka hendaknya 

mengambil tanahnya tersebut.”
32

 

 
Terkait hal memanfaatkan barang jaminan oleh murtahin sekalipun 

mendapatkan izin dari rahin, ulama berbeda pendapat diantaranya: 

1. Jumhur ulama fikih selain ulama Hanabilah 

 Berpendapat bahwa murtahin  tidak boleh memanfaatkan 

barang jaminan karena barang itu bukan miliknya secara penuh.
33

 

Adapun hadist yang menjelaskan bolehnya memanfaatkan hewan 

yang digadaikan dengan menaiki dan memerah susunya sesuai 

dengan kadar pemberian makanan kepada hewan tersebut, maka 

mereka menginterpretasikannya dalam konteks jika rahin tidak 

bersedia untuk memenuhi biaya kebutuhan marhun, sehingga 

yang memenuhi biaya kebutuhan marhun adalah murtahin, maka 

begitu murtahin boleh memanfaatkannya sesuai dengan kadar 

pemberian makan kepada hewan yang digadaikan tersebut yang 

telah ia keluarkan.
34

 Hak murtahin terhadap barang itu hanyalah 

sebagai jaminan piutang yang ia berikan dan apabila rahin tidak 
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33
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34
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mampu melunasi hutangnya maka murtahin boleh menjual atau 

menghargai barang itu untuk melunasi piutangnya.  

2. Ulama Hanafiyah 

 Berpendapat bahwa murtahin tidak boleh memanfaatkan 

marhun, baik itu dalam bentuk penggunaan, menaiki, menempati, 

mengenakan atau membaca kecuali dengan izin rahin.
35

 Karena 

murtahin hanya memiliki hak habs saja bukan memanfaatkan. 

Apabila rahin mengizinkan murtahin memanfaatkan barang itu 

selama ditangannya, maka sebahagian ulama Hanafiyah 

membolehkan karena adanya izin , maka tidak ada halangan  bagi 

murtahin untuk memanfaatkan barang itu. Namun ada sebagian 

lagi yang melarangnya secara mutlak, karena itu adalah riba, 

sedangkan izin dan persetujuan  tidak bisa menghalalkan riba dan 

tidak pula sesuatu yang mengandung syubhat riba. 

3. Ulama Malikiyah  

 Ulama Malikiyah mengklasifikasikan, apabila rahin 

mengizinkan kepada murtahin untuk memanfaatkan marhun atau 

murtahin mensyaratkan ia boleh memanfaatkan marhun, maka itu 

boleh jika utang yang ada (marhun bihi) adalah dikarenakan akad 

jual beli atau sejenisnya (akad mu‟aawadhah, pertukaran) dan 

pemanfaatan tersebut harus ditentukan batas waktunya dengan 

jelas, agar tidak mengandung unsur jahalah (ketidakjelasan) yang 

bisa merusak akad ijarah (sewa). Karena itu adalah bentuk jual 
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beli dan ijarah dan itu adalah boleh.
36

 Diperbolehkannya dalam 

hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ad-Dardir adalah 

dengan cara  murtahin mengambil kemanfaatan tersebut untuk 

dirinya sendiri secara gratis, atau dimasukkan kedalam 

pembayaran utang yang ada (marhun bihi), sedangkan sisa utang 

yang ada harus segera dilunasi. Namun hal ini tidak 

diperbolehkan jika marhun bihi dalam bentuk pinjaman utang 

(qardh), karena itu berarti masuk kedalam pinjaman utang yang 

menarik manfaat. Begitu juga, murtahin tidak boleh 

memanfaatkan marhun jika marhun bihi dalam bentuk pinjaman 

utang (qardh) meskipun rahin berderma dengan mengizinkan 

murtahin memanfaatkan marhun secara cuma-cuma, maksudnya 

tidak disyaratkan oleh mutahin sendiri akan tetapi rahin sendiri 

yang mengizinkan murtahin memanfaatkannya.
37

 

4. Ulama Syafi‟iyah 

 Secara garis besar berpendapat seperti pendapat ulama 

Malikiyah, yaitu murtahin tidak boleh memanfaatkan barang 

yang digaidakan (marhun), berdasarkan hadist Rasulullah 

ShallaAllahu „alaihi wa Sallam yang berbunyi: 

َُُّ نَُّ  ِْ ْ٘ سَ ِّ انَّزِ ٍْ صَبحِجِ ٍَ يِ ْْ ِّ غُشْيُُّ }سٔاِ لاَ ٚغَْهكَُ انشَّ ْٛ ػَهَ َٔ  ُّ ًُ ُْ ػُ

 انحبكى ٔانجٛٓمٙ ٔاثٍ حجبٌ ػٍ اثٙ ْشٚشح{
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“Tidak hilang sesuatu gadaian daripada tuannya yang 

menggadikannya. Keuntungan buat dia dan kerugiannya 
atasnya. (HR. al-Hakim, al-Baihaqi dan Ibn Hibban dari 

Abu Hurairah)”
38

 

 
 Imam Syafi‟i menjelaskan bahwa kata “ghunmuhu” artinya 

adalah apa-apa yang dihasilkan oleh marhun, sedangkan kata 

“ghurmuhu” artinya adalah rusak dan bekurangnya marhun. Dan 

tidak diragukan lagi bahwa diantara sesuatu yang termasuk al-

Ghunmu adalah segala bentuk pemanfaatan. Ini adalah pendapat 

Abdullah Ibnu Mas‟ud r.a. 

 Apabila dalam akad qardh (pinjaman utang) murtahin 

mensyaratkan sesuatu yang merugikan pihak rahin seperti apa-

apa yang dihasilkan oleh marhun atau pemanfaatan marhun oleh 

murtahin, maka syarat tersebut tidak sah dan menurut pendapat 

yang lebih kuat akad rahn tersebut juga menjadi tidak sah.
39

 

5. Ulama Hanabilah  

 Berpendapat bahwa apabila yang dijadikan barang jaminan 

itu adalah hewan, maka murtahin berhak untuk mengambil 

susunya dan mempergunakannya, sesuai dengan jumlah biaya 

pemeliharaan yang dikeluarkan murtahin.
40

  Hal ini sesuai dengan 

sabda Rasulullah ShallAallahu „alaihi wa sallam yang 

mengatakan: 
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عَهَّى  َٔ  ِّ ْٛ لُ اللهِ صَهَّٗ اللهُ ػَهَ ْٕ ْٚشَحَ لَبلَ لَبلَ سَعُ ُْشَ  ْٙ ٍْ أثَِ شُ ٚشُْكَتُ ػَ ْٓ انظُّ

ٍُ نذَّسِّ  نجََ َٔ َبً  ْٕ ُْ ٌَ يَشسْ ِّ ارِاَ كَب ْ٘ ُٚ ثُِفَْمَزِ ػَهَٗ انَّزِ َٔ َبً  ْٕ ُْ ٌَ يَشْ شْشَةُ ارِاَ كَب

ٚشَْشَةُ َفََ  َٔ ُِ انْجخَُبسِ٘ٚشَْكَتُ  َٔ مزَُُّ. سَ  

“Dari Abi Hurairah. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah 

ShallaAllahu „alaihi wa Sallam: punggung hewan boleh 

ditunggangi jika digadaikan, dan susu yang ada di kantong 

susu boleh diminum jika digadaikan. namun orang yang 

menunggang dan orang yang meminum wajib 

mengeluarkan biaya untuk keutuhan hewan atau binatang 

tersebut”.
41

 

 

Dalam persoalan lain, apabila yang dijadikan barang jaminan itu 

berupa hewan ternak menurut sebagian ulama Hanafiyah, murtahin boleh 

memanfaatkan hewan ternak itu apabila mendapatkan izin dari 

pemiliknya.
42

 Ulama Malikiyah, Syafi‟iyah dan sebagian ulama Hanafiyah 

berpendirian bahwa apabila hewan itu dibiarkan saja, tanpa diurus oleh 

pemiliknya, maka murtahin boleh memanfaatkannya baik seizin pemilik 

maupun tidak, karena membiarkan hewan itu tersia-siakan termasuk ke 

dalam larang Rasulullah ShallaAllahu „alaihi wa sallam.
43

 

Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai diatas ditekankan 

pada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang 

barang-barang gadai seperti diatas punya kewajiban tambahan. Pemegang 

barang gadai atau murtahin berkewajiban memberikan makanan bila 
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barang gadaian itu adalah hewan.
44

 Akan tetapi menurut ulama Hanabilah, 

apabila barang jaminan itu bukan hewan atau sesuatu yang tidak 

memerlukan biaya pemeliharaan seperti tanah, maka pemegang barang 

jaminan tidak boleh memanfaatkannya.
45

 

G. Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan kajian pustaka yang sebelumnya telah penulis lakukan 

terhadap beberapa literatur ataupun penelitian-penelitian yang berhubungan 

dengan akad gadai, untuk  menghindari pengulangan dalam penelitian yang 

sama, maka penulis perlu menjelaskan adanya tujuan ataupun fokus penelitian 

yang akan diajukan.  

Adapun beberapa skripsi yang pernah penulis baca  adalah sebagai berikut:   

a) Ayu Afifah (1421030157) pada tahun 2019 telah melakukan penelitian 

dengan judul  “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Gadai Barang 

Rumah Tangga”. Penelitian ini lebih berfokus pada objek gadaian 

berupa barang-barang rumah tangga seperti televisi dan lain-lain. Hasil 

dari penelitian ini, Ayu Afifah menjelaskan bahwa, pertama; 

pelaksanaan gadai di masyarakat Talang Kecamatan Teluk Betung 

Selatan Bandar Lampung didasarkan pada perjanjian kedua belah 

pihak hanya melakukan perjanjian secara lisan yang menyatakan 

terjadinya transaksi utang-piutang disamping itu saat terjadinya akad 

gadai tersebut tidak dihadiri dengan saksi antara kedua belah pihak. 
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Kedua; Praktek gadai yang terjadi di masyarakat Talang belum sesuai 

dengan hukum Islam karena dalam syarat gadai tersebut bahwa barang 

gadai haruslah rahin yang menjualkan barang jaminan bukan murtahin 

yang menjualkan.
46

 

Judul di atas dengan judul yang akan penulis teliti yaitu Tinjauan Fiqih 

Muamalah Terhadap Pelaksanaan pagang gadai sawah di Nagari 

Gantuang Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Sumatera Barat 

memiliki kesamaan yaitu sama-sama meneliti tentang gadai, namun 

memiliki perbedaan yang terletak pada fokus penelitian. Penelitian 

yang dilakukan oleh Ayu Afifah fokus pada objek gadai barang rumah 

tangga sedangkan penulis mengambil fokus penelitian pada 

pemanfaatan objek gadaian berupa sawah.  

b) Imron Saifudi (13112219) melakukan penelitian pada tahun 2017 

dengan judul “Penyelesaian Gadai Berakhir Jual Beli Menurut 

Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Indraloka 1 Kecamatan 

Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat”. Hasil dari 

penelitian yang dilakukan oleh Imron Saifudi adalah pelaksanaan 

praktek gadai tanah ladang di Desa Indraloka 1 tanah yang seharusnya 

kembali kepada penggadai justru beralih kepada penerima gadai 

menjadi jual beli. Hal tersebut merugikan penggadai karena harga yang 

tidak sesuai dengan harga umum di desa tersebut. Menurut Imron 
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(Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,  2019), h. 76. 
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Saifudi dalam skripsinya menyimpulkan bahwa dalam hukum Islam 

penyelesaian gadai dengan jual beli tidak di perbolehkan menurut 

ulama, karena dikhawatirkan salah satu  pihak yang dirugikan.
47

 

Adapun yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian 

yang akan penulis lakukan yaitu terletak pada objek barang gadaian. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Imron Saifudi objek barang 

gadaiannya adalah berupa tanah ladang, sedangkan objek penelitian 

dari penulis adalah sawah. 

c) Samsul Rizal (140602105) pada tahun 2019 melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Praktik Gadai Sawah dan Dampaknya 

Terhadap Kesejahteaan Masyarakat Di Desa Lamtrieng”. Adapun 

hasil dari penelitiannya adalah pertama; praktik gadai sawah di Desa 

Lamtrieng Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar tidak sesuai 

dengan dengan tinjauan ekonomi Islam hal ini dikarenakan 

pemanfaatan barang jaminan tersebut berada di pihak penerima gadai 

(murtahin) yang seharusnya barang tersebut menjadi barang jaminan 

untuk transaksi gadai bukan untuk dikelola oleh penerima gadai.
48

 

Kedua; dari praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat desa 

Lamtrieng belum bisa meningkatkan perekonomian dari penggadai.  
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(Skripsi: Institut Agama Islam Metro, 2017), h. 50. 
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Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Samsul Rizal dengan 

penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian sama-sama 

dilakukan terhadap barang gadaian berupa sawah, disamping itu 

Samsul Rizal juga meneliti tentang dampak pelaksanaan akad gadai 

terhadap kesejahtearan masyarakat. Adapun perbedaannya teletak pada 

daerah lokasi penelitian. 

d) Hendra Nirwansyah (10100113017) Pada tahun 2017 melakukan 

penelitian dengan judul ”Praktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Di 

Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo (Tinjauan Hukum Islam)”.  

Hasil penelitiannya adalah praktek gadai yang dilakukan oleh 

masyarakat di Kecamatan Patimpanua tidak sah, ketidaksahan akad 

terjadi pada sighat akad, ketika ijab qabul diucapkan tidak ada batas 

waktu yang ditentukan sampai kapan akad itu berlangsung.
49

 Adapun 

perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Hendra Nirwansyah 

berfokus pada pelaksanaan akad gadai yang dilakukan tanpa batas 

waktu, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah fokus 

pada pemanfaatan barang gadaian berupa sawah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Islam 

Sosiologis yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-

teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum di dalam 

masyarakat Islam. Penelitian hukum empiris atau sosiologis juga diartikan 

sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.
50

 

Dengan ini metode penelitian yang dilakukan adalah riset di lapangan. 

B. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu berada di wilayah 

Sumatera Barat tepatnya di Nagari Gantuang Ciri Kecamatan Kubung 

Kabupaten Solok. Wilayah ini terletak di kaki pegunungan bukit barisan dan 

berada pada daratan yang cukup tinggi dengan tipografi daerah berbukit dan 

bertebing/jurang. Pusat nagari ini teletak sekitar delapan kilometer dari pusat 

kota Solok. Penelitian ini bersifat lapangan, dan penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian pelaksanaan akad gadai sawah di wilayah Gantuang Ciri 

dari segi pendekatan fiqih muamalah dengan harapan nantinya dapat menjadi 

landasan dan contoh bagi pelakanaan akad gadai di lokasi yang lain. 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian adalah orang, tempat atau benda yang diamati dan 

dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Subjek dalam penelitian ini 
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adalah masyarakat yang melakukan akad gadai sawah (penggadai dan 

penerima gadai) dan satu orang informan dari ketua Kerapatan Adat Nagari. 

Sedangkan objek penelitian adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk 

memperoleh data secara terarah. Adapun yang dijadikan objek dalam 

penelitian yang akan penulis lakukan adalah pelaksanaan pagang gadai sawah 

di Nagari Gantuang Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Sumatera 

Barat. 

D. Populasi dan Sampel   

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karkteistik tertentu yang 

telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
51

 Populasi juga dapat diartikan sebagai suatu kelompok 

yang terdiri dari obyek/subyek penelitian yang mempunyai karakteristik 

tertentu. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat 

Nagari Gantuang Ciri yang melakukan akad gadai sawah, terdiri dari 10 

orang penerima gadai (murtahin) dan 12 orang penggadai (rahin),
52

 dan 

satu orang informan dari ketua Kerapatan Adat Nagari Gantuang Ciri 

2. Sampel 

Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tertentu.
53

 Karena luasnya cakupan objek 

penelitian, maka penulis menetapkan sampel dengan teknik sampling yang 
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penulis gunakan adalah accidental sampling. Menurut Sugiyono 

accidental sampling adalah suatu teknik pengambilan sumber data dari 

responden yang tidak sengaja ditemui oleh peneliti dan dinilai cocok 

sebagai sumber data. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik 

accidental sampling, penulis tetap mengacu pada populasi akan tetapi pada 

responden yang mudah ditemui di suatu tempat, dengan alasan 

berdasarkan observasi yang telah penulis lakukan ditemui kesulitan dalam 

menjumpai semua responden yang ada. Oleh karena itu, penulis akan 

mengambil 10 orang yang mudah ditemui yang melakukan akad gadai 

sawah terdiri dari 5 orang penerima gadai dan 5 orang penggadai sawah, 

dan satu orang informan dari Ketua Kerapatan Adat Nagari Gantuang Ciri. 

E. Sumber Data   

1. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara 

langsung di lapangan dari masyarakat yang melakukan akad gadai sawah 

yang terdiri dari penggadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin) di 

Nagari Gantuang Ciri, serta seorang informan dari ketua Kerapatan Adat 

Nagari Gantuang Ciri (KAN). 

2. Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan berupa 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder 

diperoleh dari tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pembahasan 

penelitian yaitu dari berbagai buku tentang rahn, jurnal, majalah, internet 
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serta literatur lain yang mempunyai relevansi dengan kajian pada 

penelitian ini. 

3. Data Tersier 

Data tersier adalah data yang digunakan sebagai petunjuk maupun 

penunjang dari data primer dan data sekunder. Adapun data tersier yang 

penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kamus bahasa Arab dan 

kamus bahasa Indonesia. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi merupakan suatu proses melihat, mengamati dan 

mencermati serta mereka prilaku secara sistematis untuk suatu tujuan 

tertentu. Observasi  juga dikatakan sebagai suatu kegiatan mencari data 

yang di gunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.
54

 

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung di Nagari 

Gantuang Ciri Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan proses tanya jawab lisan antara dua orang 

atau lebih secara langsung tentang informasi-informasi atau keterangan-

keterangan.
55

 Teknik pengumpulan data yang dilakukan ini melalui tatap 

mata dengan tanya jawab langsung antara narasumber dengan penulis. 

Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara mendalam. 
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Wawancara mendalam merupakan sebuah interaksi informal antara 

seorang peneliti dengan para informannya untuk mendapatkan data-data 

yang valid yaitu data-data yang menunjukan sesuatu yang ingin 

diketahui.
56

 

3. Dokumentasi 

Disamping mengumpulkan data dengan cara observasi dan 

wawancara, penulis juga akan mengumpulkan data melalui dokumentasi-

dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan 

berupa dokumen-dokumen yang diperoleh dari kantor Wali Nagari 

Gantuang Ciri dan sebagainya. 

4. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan 

melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan serta berbagai 

laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. 

G. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data secara 

deskriptif  kualitatif yaitu setelah semua data berhasil penulis kumpulkan 

maka akan dijelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar 

secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.
57

 Alasan 

peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif adalah karena penelitian 

kualitatif menghasilkan data deskriptif untuk menggambarkan suatu keadaan 
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yang berjalan pada saat penelitian dilakukan dan jenis penelitian ini 

berlandaskan pemahaman serta realitas sosial berdasarkan konteksnya, 

sehingga metode kualitatif dianggap sesuai dengan penelitian. 

H. Teknik Penulisan 

Untuk mengelola dan menganalisa data yang telah terkumpul, maka 

penulis akan menggunakan beberapa metode dalam penulisan yaitu: 

a) Metode deskriptif, yaitu suatu uraian penulis yang menggambarkan secara 

utuh dan apa adanya yang dilakukan secara sistematis, aktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta yang berhubungan dengan fenomena yang diteliti. 

b) Metode deduktif, yaitu suatu uraian penulisan yang diawali dengan 

menggunakan kaidah-kaidah umum atau general, kemudian di analisis dan 

diambil kesimpulan secara khusus.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Setelah penulis menguraikan pembahasan-pembahasan berdasarkan 

penelitian yang telah penulis lakukan dalam skripsi yang berjudul 

“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Pagang Gadai Sawah 

Di Nagari Gantuang Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Sumatera 

Barat” maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan pagang gadai sawah di Nagari Gantuang Ciri 

mensyaratkan bahwa barang yang digadaikan (marhun) 

dimanfaatkan oleh orang yang memegang barang gadaian 

(murtahin) dengan cara menggarap dan memperoleh hasil panen 

seutuhnya dari sawah yang digarap sampai orang yang 

menggadaikan (rahin) menebus sawahnya. Pelaksanaan akad ini 

disetujui oleh mamak kepala waris, dibuat surat untuk menguatkan 

akad secara lisan di Kerapatan Adat Nagari (KAN) dengan ditanda 

tangani oleh kedua belah pihak, mamak kepala waris, ahli waris 

dan para saksi sawah sepadan dengan objek sawah yang menjadi 

marhun. Pelaksanaan akad ini diawasi oleh Kerapatan Adat Nagari 

(KAN), dan sebagian besar masyarakat yang melakukan akad rahn 

atau gadai meminta persetujuan kepada Kerapatan Adat Nagari 

(KAN). Kerapatan Adat Nagari (KAN) sendiri terhadap 
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pelaksanaan pagang gadai dibuat fatwa adat bahwa bagi 

masyarakat yang melakukan pagang gadai harus membuat ranji. 

2. Faktor penyebab terjadinya pelaksanaan pagang gadai sawah di 

Nagari Gantuang Ciri adalah berasal dari faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal berupa adanya dorongan dalam 

memenuhi kebutuhan perekonomian seperti kebutuhan biaya 

sekolah, biaya modal usaha, biaya walimah, biaya tidak terduga 

yang dibutuhkan dengan jumlah yang cukup besar seta biaya untuk 

membayar utang. Adapun faktor eksternal berasal dari kebiasaan 

yang sudah berlangsung lama terjadi ditengah-tengah masyarakat, 

bahwa jika ada kebutuhan yang hendak dipenuhi yang biasanya 

dengan jumlah yang cukup besar, masyarakat lebih cenderung 

melakukan akad rahn atau gadai, karena tidak ada altenatif lain 

yang bisa dilakukan kecuali dengan menggadikan sawah sebagai 

jaminan atas utang yang diberikan. 

3. Pelaksanaan akad rahn atau gadai sawah di Nagari Gantuang Ciri 

ditinjau dari Fikih Muamalah mengandung unsur riba yang 

diharamkan dalam syariat Islam, karena terjadinya pengambilan 

manfaat terhadap marhun berupa penggarapan sawah yang 

dilakukan oleh murtahin dan hasil panennya sepenuhnya diperoleh 

oleh murtahin, padahal murtahin hanya memiliki hak habs saja 

bukan hak untuk memanfaatkan. Keharaman ini berdasarkan hadist 

Rasulullah ShallaAllahu „alahi wa Sallam bahwa “setiap pinjam-

meminjam yang mendatangkan manfaat adalah riba”. Disamping 
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itu persyaratan yang dituangkan dalam akad rahn atau gadai sawah 

tidak sah karena merugikan pihak rahin dan menguntungkan pihak 

murtahin yaitu mensyaratkan pihak murtahin boleh memanfaatkan 

barang yang digadaikan (menggarap dan memperoleh hasil panen 

seutuhnya dari sawah tersebut) tanpa dibatasi dengan jangka waktu 

tertentu dan tanpa dijelaskan biaya penggunaan dan pemanfaatan 

tersebut tidak sah karena apa yang disyaratkan tersebut 

mengandung unsur jahalah (tidak diketahui, tidak jelas). 

Berdasarkan hadist Rasulullah ShallaAllahu „alaihi wa Sallam 

bahwa “Setiap bentuk syarat yang tidak terdapat di dalam 

Kitabullah (maksudnya bertentangan dengan apa yang telah 

ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta‟ala di dalam al-Qur‟an), 

maka syarat tersebut batal dan tidak sah, meski sampai seratus 

syarat sekalipun. Ketetapan hukum dan syarat Allah adalah paling 

benar dan paling kuat”.  

B. Saran 

a)  Diharapkan masyarakat Nagari Gantuang Ciri melakukan akad 

pagang gadai sawah sesuai dengan aturan yang telah diajarkan dalam 

syaiat Islam 

b)  Terhadap pelaksanaan praktek pagang gadai sawah yang terjadi 

ditengah-tengah masyarakat, diharapkan masyarakat Nagari 

Gantuang Ciri yang melakukan praktek gadai sawah baik rahin 

maupun murtahin tidak mensyaratkan bahwa murtahin menggarap 

sawah tersebut dan memanfaatkannya sepenuhnya dalam akad, akan 
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tetapi dilakukan tanpa adanya persyaratan yang dapat merugikan 

rahin serta sawah tersebut hanya dijadikan sebagai jaminan atas 

utang bukan dimanfaatkan oleh murtahin.  
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